BABII

LANDASAN TEORY

2.1. PENGERTIAN AUDIT, PERBEDAAN AUDIT DENGAN

AKUNTANSI

2.1.1.  Pengertian fmdit.

Ditinjau dari sudut profesi él%«:um:m publik, auditing adalah
pemeriksaan secara objektif atas ia}.pomﬁ. keuangan suatu perusahaan atau
organisasi dengan tujuan mﬁﬁk meneniukan apakah laporan keuangan
tersebut menyajikan ;eca:a ngar, dalara semua hal yang material, posisi
keuangan dan hasil usaha perusahasn cia.%z organisasi tersebut. Melihat dari
uraian di atas, pemeriksaan yang x:i,»ihzﬁmkan oleh auditor independent
ditujukan terbadap pernyataan mengenai gia"cagiatzm ekonomi, yang disajikan
oleh suatu organisasi dalam Iapommf keuangannya. Pemeriksaan ini
dilakukan oleh auditor indzpendent unmkémeniiai kewajaran informasi yang
tercantum dalam laporan keuangan. .

Auditing bukan merupakan cabfa.mg akuntansi, tetapi merupakan
suatu disiplin bebas yang mendasarkan C:fiiﬁ‘i_ pada hasil kegiatan alkuntansi
dan data kegiatan yang 1aim.akm'z;t.€msi; merupakan ‘proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan, da.ﬁ 1Je:mgzzzjizfin irangaksi kevangan perusahaan
dan organisasi lain. Hasil akhir proses azfs%u.ntamsi adalah laporan keuangan

yang dipakai oleh manajemen untuk mengikur dan menyampaikan data



keuangan dan data kegiatan yang lain. Dilain pihak auditing ditujuken uatuk
menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh
manajemen dalam la;poran keuangan. :(}Eeh kerena itu, auditing harus
dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen atau harus independent
serta dapat diandalkan dari sudut profesinya.

Pengertian-p;zngertiml audit menurut beberapa para ahli antara lain
1. Menurut Suknisno Agoes, 2996:_1
“Audifing adalah suatu pemeriksean yang dilakukan secara lritis dan
sistematis, oleh pihak yang independent terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh pih{d«: mmaaje;meng beseria catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan mj wan  untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan le:m:r.mgzm tersebut™.
2. Menurut Amir Abadi Jusuf ., 1967:1
“Auditing adalah prc;ses pengumpulas :dam pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur merigenai suaty entitas ekonomi_yang
dilakukan seorang vang kompeten den inci:ﬁ:pendent untuk dapat menentukan
dan melaporkan kesesuainan informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan”.
3. Menurut Alvin A, Arens and James K. Leobbecke, 2000:9
* Auditing is the accumulation aad evaluation of evidence about
quantifiable information of and econamic entity to determine and report on

the degree of correspondence between the information and established

criteria. Auditing should be done by a competent independent person”. .
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Definisi di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut : .
Auditing adalah proses pengumpulan dan peailaian bukti atas informasi
keuangan dari suatu perusahaan oleh otang yang kompeten dan independent
dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara
informasi keuangan dengan kriteria yerg telah ditetapkan.

4. Menurut ASOBAC ( A Statement of Basic Auditing Concepts )
yang dikutip oleh Abdul Haling, 1995:1

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan
mengevaluasi bukti-ﬁukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
berbagei tindakan dan kejadian ekonomi uniuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebu: dengan kriteria yang telah ditentukan
dan menyampaikan hasilnya kepada para pamakai yang berkepentingan”.

3. Arens dan Loebbecke, 20011

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat ti_iukur medgenal suatu entitas ekonomti yang
dilakukan seorang yang %«;:ompeti:en dan indevendent untuk dapat menentakan
dan melaporkan kesesuian informasi dengan kritel'ia~i\:..riteria vang “telah
ditetapkan”.

6. Haryono Jusup, 2001:6

“Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengerahkan bukti yang berbubungan .drmg;,an asersi tentang tindakan-

tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat
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kesesuaian antara asersi zerseﬁuﬁ dengan iriteria yang telah ditetapkan dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada pilak-pihak yang h}erkepentingan_

7. Ralph Estes dan Nugrohe Widjayanto { Kamus Akuntansi .Edisi
Kedua, 2001)

“Audit adalah suatu tinjauan: ulang uatuk menetapkan kecermatan dan
kesalahan catatan danuiaporaa atas kesesualan atas laporan prosedur dengan
kebijakan yang ditetapkan, khususnya pengujien yang dilaksanakan sesuai
dengan generally accepted audising :gssmrzciar, atas laporan keuangan
perusahaan yang dilaporkan 6_1611 seorang akuntan publik terdaftar yang
independen untuk menetapkaﬁ apakah dalam opini akuntan publik itu
laporan tersebut menyajikan se%czu‘a waj ar posisi keuangan, hasil operas-i dan
perubahan posisi kevangan perusahaan™,

8. Riduan Tobink dan Nirwana ‘ff%llazlkkgf (kamus Istilah Akuntansi
Edisi Lengkap, 2001)

“Audit adalah pemeriksaan lapc}ran E{enmg&m atau pemeriksaan lainya yang
sistematis mengenai kebenaran ﬁan ia:e,:'wajém'am, serta keabsahan bukti formil
maupun bukti materii aias suétu trmmsz;ﬂ}%si atau mengenai kegiatan suatu
perusahaan sesuai dengan prose{:lur dan k.e;;?iv}jaksanaan yang ditetapkan.”
9. Menurut Mulyadi, 2002 9

“Audit adalah salah satu proses sis;iérnmtik unk  memperoleh can
mengevaluasi  bukti _secara obyeliif mengenal pernyataan-pernyatzan
tentang kejadian ekonomi, dengan twiuan untuk menetapkan tingkat

kesesuian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
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ditetapkan, serta penvampaian hasil-hasil kepada para pemakai yang
berkepentingan.”

Berdasarkan defenisi-definisi yang felah diuratkan di atas, dapat
diketahui bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghippun
dan mengevaluasi bahan bukti yang dilakukan olel pihak independen dan
kompeten terhadap laporan keunangan daﬁ, catatan-catatan pembukuan serta
bukti pendukung untuk memberikan pendapat atau opini atas laporan
keuangan tersebut.

2.1.2.  Perbedaan Auditing Dengan Akuntansi

Banyak pem_akai laporan keuangan dan orang awam mengacaukan
pengertian auditing dengan akuniansi. Hal ini disebabkar karena sebagian
besar auditing berkaiian dengan in.ﬁbmzési akuniansi, seperti juga halnya
para pelakunya yang mem:liki keahlian dig bidang akunians’.

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan
pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk Sfang teratur dan
logis dengan tujuan menyajikan infoma&si keuangan yang dibutuhkan untuk
pengambilan keputusan. Fl_mgsi'akursmnsi: bagi badan usaha dan masyarakat
adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh
pimpinan entitas ekonomi maupun p?lmk lainnya untuk mengambil
keputusan. ~ -

Dalam auditing data &kl.fi‘ltaﬂﬁ;i ymng menjadi pokok adalah
menentukan apakah informasi yang ielah mencatat telah mencerminkan

dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi. Oleh karena
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kriterianya adalah aturan-aturan sboantansi, maka seorang auditor karus
memahami aturan-aturan dimaksud dengan baik. Dalam audit laporan
keuangan, aiuran-aturan dimaksud aaia:a.la:z,h prisip-prinsip akuntansi vang
berlaku umum di Indonesia.

Jadi jelas dilihat di.sini perbecaan akuntasi dan audit, dimana
akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan peng'iktigaran,
sedangkan auditing adalah proses pengevaluasian dan pengumpulan bzhan
bukti-bukti, serta pemeriksan atas mpmr:aﬂ. kevangan yang telah disajikan

apakah sudah sesuai dengan prinsip akuiansi yang berlaku umum dan

memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya.

2.2. Tujuan Audit, Jenis Audit dan Jenis Auditor

2.2.1 Tujuan Audit

o

Tujuan audit umum atas Eapomn keuangan oleh auditor
independent adalah untuk menvatakan .pemiapat atas kewajaran dalam
semua hal yang material, posisi keuaugaﬁ hasil usaha, dan arus kas yang
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Uraian diatas secara
tepat menskankan pemberian pendapat atas laporan kevangan. Auditor
mengumpulkan bahan bukti .untuk mcn@ié«; kesimpulan mengenai apakah

laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan mengeluarkan laporan

keuangan yang tepat. | ]
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Menurut beberapa para ahli tujuan audit adalah -

l. Sofvan Syaﬁ:i Harahap, 1994; E(ﬁi_@

a. Untuk mengetahui eksistensi, a@@jm:ah pos tersebut benar-benar ada
dalam perusahaan.

b. Untuk mengetahui ke_ieng%:apmy apakah buku atau laporan telah

menggambarkan keseluruhan pf-;i'kéraan itu secara lengkap.

c. Untuk mengetahui hak dam: kewajiban, apakah perusghaan
mempunyai hak kepada pos atau perkiraan i atau sebaliknya
perkiraan itu merupakan ke%*@iﬁannya,

d. Untuk mengetahui ke;elitiang ﬁpﬁkﬁh penjumlahan, perkalian, dan
pembagian sudah dilakukan dengan teliti dan benar.

€. Untuk mengetaaui peni%aia;m; apakah cara penilaian yang
diterapkan dalam pencataiannya bener sesual dengan pedoman
yang diatur dalam PAI: |

f. Untuk mengetahui penyajian, &pékah penyajian pos tersebut dalam
laporan keuangan sudah tetap da@ sesuai dengan PAL

2. Menurut Josep W. Wilkinscn, 1995:264 audit ( pemeriksaan )

dilaksanakan dengan tujuan yait

a. Mengevaluasi keandalan informasi dan
b. Mengevaluasi efisiensi serta kesfektifan sistem informasi.
3. Arens dan Lobbecke, 1996:1 14

Tujuan audit uraum atas laporan kevangan oleh auditor independen adalah

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal vang material,
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posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan pfinsip
akuntansi yang berlaku umum..

222, Jenis-jenis Audit

7 enis-jeﬁis audit menurut Heberapa para ahli antara lain :

l. Menurut Sukrisno Agoes, 1995:5

Ditinjau dari luasnya pemeriksanaar, audit dibedakan atas beberapa bagian,
yaitu:

a. General Audir ( Pemeriksasn Urmnum )

Adalah suatu pemeriksaan umum atas faporan keuangan yang dilalukan
oleh KAP yang independen dengan nujuan untuk bisa memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan kgeuangzm secara keseluruhan. Pemeriksanaan
tersebut harus dilakukan sesuai dengan Siténdm:' Professional Akuntan Publik
dan memperhatikan Kode Etik Als:uman Indonesia yang telah disahkan oleh
lkatan Akuntan Indonesia.

b. Special Audit ( Pemeriksaan Elusus )

Adalah suatu pemerikm wrbmr@ yang dilakukan oleh KAP yang
independen, dan pada akhir pemier;iksaann;’a auditor tidak perlu mamberikan
pendapat terhadap kewajaran iaﬁoran ksmazngm secara kesetluruhan.

Ditinjau dari jenis pemfériksmm, étaciii bisa dibedakan atas beberapa
bagian, vaitu: | |
a.Management dudit ( Opefation_al Audit )

Adalah suatu pemeriksaan terhadap éﬁ.egiéamn operasi' suatu perusahaan,

termasuk  kebijakan akun'tansié dari ke‘iﬁij;ﬁkan operasional yang telah



ditentukan oleh manéjemen, untuk mengetabui apakeh kegiatan operasi
tersebut sudah dilakukan secara efeictif. efisien Jan ekonomis.
b. Compliance Audit ( Pemeriksaan Ketaatan )

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menéetahui apakah
perusahaaan sudah mentaati- pem‘myaﬁ. dan kebijakan-kebijakan vang
berlaku, baik vang ditetapkan Qieh pibak intern perusahaan
(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak extern (pemerintah,
Bapepam, Bank Indonesiz, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
c.Infernal Audir ( Pen;erilisaan Intern }

Adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit
perusahaan baik terhadap laporan keuangsn dan catatan akuniansi
perusahaan, maupun ketaatan ‘terhadap kebijakan manajemen yang telah
ditentukan.

d. Computer Audii

Adalah pemeriksaan: oleh KAP terhadap perusahaan yang
memproses data akuntansinya dengen menggunakan EDP (Electronic Data
Processing) sistem. |
2. Menurut Arens dan Loébbea;ge? 1996:4 -

Menurut Arens and Loebbecke ada 3 jenis; yaitu ;
a. Audit laporan keuangan

Adalah audit yang ménentukan apakan laporan keuangan secara

keseluruhan yang merupakan informasi terukur vang akan diverifikasi dan

telah disajikan sesuai dengan kriteria-krizeria tertentu.

o)
o



b. Audit Operasional

Merupakan penzlaghan atas bagian manapun dari prosedur dan
metode operasi dari suaty organisasi untuk menilai efisiensi dan
efektifitasnya. " -
c. Audit Ketaatan

Adalah audit yang mempmﬁmbmgkam apakah klien tzslah
mengikuti prosedur atau atwan tertentu vang telah ditetapkan pihak yang
memiliki otoritas lebih tinggi.
3. Menurut Joseph W.Wilkinsen, 1995 : 365, audit yang dapat

dilakukan pada suatm perusahaan yang tipikal diklasifikasikan sebagai

berikut :

a. Audit manajemen atas struktur, rencana kebijak:am, sikap karyawan
dalam oraganisasi dan lain-lain. : B

b. Audit operasional atas efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh
sumber daya seria sejﬁuh mana prakiek dan prosedur yang telah
sesuat dengan kebijakdn yang dizetapkan.

c. Audit ketaatan atas sgjaul mana ketaatan pada undang-undang,
peraturan pemerintah, dan %;ewaﬁiban—ia:ewaj iban lain kepada badan
ekstern.

d. Aundit  pengembangan  sistem - atas eﬁsiens.i dan efekilvitas
pelaksanaan berbagai tahap dalam proyéé& @engembanngan sister.

e. Audit pengendalian internal atas: kecukuapan pengendalian internal

dan tindak pengaraanan.



f. Audit keuangan atas kewajaran penyajian posisi keuangan dari
hasil operasi perasahaan dalem iapora& kevangan.

4, Menurut Haryono Jusup, 200::13

a. .. Audit Laporan K_euanvgan,

Adalah menentukan apakah laporan kenangan sebagai keseluruhan tentang

informasi kuantitatif yang diperiksa. | )

b. Audit Operasional

Adalah pengkajian atau review atas setiajg:: bagian atau prosedur dan metode

yang diterapkan suatu organisasi du‘mﬂggan tyuan untuk mengevaluasi

efisiensi dan efektivitas. rlasil akhir d:ami suatis audit operasional biasanya

berupa rekomendasi kepaca manajermen vnik perbaikan operasi.

c. Audit Ketaatan

Adalah untuk menentuken apakah pihak varg diaudit telah mengikuti

prosedur atau aturan tertentu yang di:%tetagﬁ%:&m oleh pihak yang berwenm;g.

5. Menurut Amir Abadi Jusuf, 1997:4

a Audit Laporan Keuangan

Bertujuan menentukaﬁ apakah laporan k¢11m1gan secara keseluruhan yang

merupakan informasi terulkur yémg akan ﬁ%iat’ex‘ifi_kmsi telah disajikan sesuat

dengan kriteria-kriteria tertentu. .

b Audit Operasional

Merupakan penelaahan atas bagian ram%apzxn dari prosedur dan metode

operasi suatu organisasi  untuk r.neni}ha}ti eftsiensi dan e_fektivita.snya.

Umumnya pada saat selesainya audit operasional auditor akan memberikan
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saran kepada pihak manajemen unik memperbaiki jalanaya operasi
perusahaan.
c Audit Ketaata;n
Beﬁujuan mempertimbang apakah auditi telah mengikuti prosedur atau
aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak vang memiliki otorisasi lebih
tinggi.
2.2.3.  Jenis-jenis Auditor
Ada 4 jenis pelaksana audit yang paling umum dikenal an’im“a;ain :
a Auditor Independen
Kantor Akuntan Publik (EAF) ;se‘bagzui suatu auditor independen
bertanggung jawab :':H&S audit laporar keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar fainayva. Produk yang dihasilian
oleh auditor independen berupa opini.
b Auditor Perﬁeriutah
D1 Indonesia terdapat beberaga .lembaga yang bertanggung jawab
secara fungsional atas pengawasan m;hada.p kekayaan atau keuangan
negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), kemudian terdapat Badan Pm}_gawas Kenangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Inspekiorat Jenderal (ltjen) pada deparemen-departemen
pemerintah..
c Auditor Pajak
Direltorat J‘enderal Pajak (DJF) bemd_a di bawah Departemen

Keuangan RI, berianiggung jawab atas penerimaan negara dari sektor



2.3,

perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
Aparat pelaksana DJP di lapangan ad,aalgh KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
dan Kantor Pemeriksaan dan Penyicﬁkm Pajak (Karikpa). Tanggung jawab
Karikpa adalah melakuken audit ‘kepada para wajib pajak tertentu untuk
menilai apakah telah memenuhi ketemuam: perundangan perpajakan.
d Auditor Internal

Auditor intﬁ}'nal adalah auditor :yang beketja di suatu perusahaan
untuk melakukan audit bagi képentingmi manajemen pe:rusahaan. Mereka
biasanya bertanggung jawab léngsung; kiépada Presiden Direksi, Direktur

Eksekutif atau Kepala Komite Audit dari Dewan Komisaris.

STANDAR PROFESIONAL AKUN‘I{’&N PUBLIK
2.3.1.  IsiStandar ?rofesiong! Akunmﬁ Publik
Standar professional akuntan ;:s:ubiik_ merupakn pedoman bagi
akuntan publik dalam menjalahl@an L;saiﬁamya. Sebagai respon terhadap
perubahan lingkungan bisnis, Dc_“:wan &m{mtiasa mengembangkan berbagai
standar untuk memungkinkan para professional d.ibidza‘ng akuntan publik
menyediakan berbagai jasa berkualitas vang dibutuhkan oleh masyarakat.
Disamping itu, perubahan pesat éyang tﬁiijjhéie:ii dilingkungan bisnis menurut
dewan senantiasa melakukan penﬁu@ak‘himri terhadap berbagai standar yang
telah diterbitkan di masa lalu, Szzmg mgm di kodifikasikan dalam buku
Standar Profesional Akuntan Publik per : Agusms 1994,

Ada dua perubahan. vang mengiibah kodifikasi SPAP per | Agusius 1994
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a. Perubzhan yang dilagukam oleh Dewan terhadap berbagai standar
professional akuntan publik }:rang diguazkan oleh profesi akuntan publik
[ndonesia. Perubahan ini dilakukan dengan menambah berbagai pemyﬁtaan
standar (auditing, atestasi, akux;tansi can review, dan konsultasi naaﬁajemen)
untuk memenuhi kebutuhan préktik pmfési akuntan publik Indonesia.
b. __ Perubahan yang terjadi di mﬂ:erical;‘mggstitute of Certified Public
Accontant Professional Standafds (AICPA Professional Standards) terutama
standar auditing, standar atestasi, dan standar jasa akuntansi dan review.
Langkah-langkah yéng ditempuh oleh Dewan di dalam
mengembangkan standar profésion&:xl alfﬁfitma publik iqi dibagi menjadi 4
dan standar auditing, (3) hirariﬁ st&m:i.‘:%r.auditing, (4} langkah penyusunan
kodifikasi standar profesicnal a]i:amtam publik.
Tipe Standay I’mfesi.enai
Ada enam tipe isi standar praf&Siona.i yang dikodifikasikan dalam

standar profesional akuntan publik :

1. Standar Auditing.

2. Standar Atestasi.

3. Standar Jasa Akuntansi dan Re w? W, )
4, Standar Jasa KonSLllta$i.

5. Standar Pengendalian Mutu.

6. Aturan Etika Kompatemen Alanian Publik.
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Kelima tipe standar profesional vang pertama merupakan standar
teknis yang diterbitkan cleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.
Aturan Etika Kompm%e:nen Akuntan FPublik merupakan aturan moral yang
diterbitkan cleh Kompartemen Akuntan Publik. Keenam tipe standar
profesional tersebut disusun untuk mengatur mutw-jasa yang dihasilkan oleh
profesi akuntan publik bagi masyarakat.

2.3.2. HIRARKISTANDAR A‘EJDE’E;EN G

Audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional
yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat. Oleh
karena itu, standar auditing di}{embamgkm lebih dabulu oleh Dewan dan
sebﬁgian besar standar profesional akuntan publik terdiri dar standar
auditing. ) .

Kesepulih standar auditing merupakan-landasan konseptual yang
dijabarkan ke dalam berbagai Pernyataan Standar Auditing (PSA) untuk
memberikan panduan.rinei bagi auditor dalam memberikan jasa audii atas
laporan keuangan historis kepada masyarakat. PSA, yang merupakan
landasan operasional, diterbitkaz; oleh Dewan untuk memberikan acuan bagi
auditor dalam meng.i}adapi perkembaagan dan perubahan kebutuhan jasa
auditing bagi masyarakat. Untuk menjawab berbagai pertanyaan vang
diaj-ukan oleh auditor. dalam peiaks;a:ua@ berbagal aturan yang tercantum
dalam PSA, Dewan menerbitkan tafsiran resmi aturan dalam PSA dalam

bentuk Interpretasi Pernyataan Standar Auvditing ([PSA)
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24. STANDAR AUDITING

Standar auditing merupan pedoman  bagi  auditor dalam
menjalankan tanggung jawab profesinya. Swandar-standar ini meliputi
pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan
independensi, persyaratan pelhporan dan bakan bukti. Standar auditing

g, yaitu “prosedur” berkaitan dengan

qqqqq

berbeda dengan prosedur auditin
tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan ’;égéﬁd.ar” berkaitan dengan
kriteria atau ukuran mutu kineria tindakan tersebu.

Standar auditing adalah stendzr yang cditetapkan dan disahkan oleh
Ikatan Akuntan Indenesia, yang terdiri dari stancar umum, standar pekerjaan
lapangan, dan standar pelaporan beseria. interpretasinya. Standar audit ini
juga pedoman bagi audit atas. laporan k%uangm historis. Standar auditing
terdiri atas sepuluh standar rinc-i dalam bémuk Fernyataan Standar Auditing
(PSA). Dengan demikian PSA 'mempakaﬁ penjabaran lebih lanjut mz:sing
masing standar yang tercantum di dalam standar duzditmg
2.4.1. Standar Umum
1. Standar Umum yané Pertama.
Standar umum pertama barbunyi :
“Audit harus dilaksanakan oleh seorang zi"tzm febih yang memiliki keahlian
dan pelatiahan teknis yang cukup seb;ﬁga.é ;{mditwr”.

Dalam melaksanakan audit nntuk sampai pagizz satu pernyatzan

o

pendapat, auditor harus senantiasa mempuival keahlian di bidang akuntansi

dan bidang auditing. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang



profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan
ini harus secara memadai n.aenc&kup aspek teknis maupun pendidikan
umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karier auditing harus
memperoleh pengalaman profesiomalnya den mendapatkan supervise
memadai dan review atas ,peke:gi&mmya dari atasannya yang lebih
berpengalaman. Audi%or'indepéndem vang memikul tanggung jawab, akhir
atas suatu perikatan, harus menggunakan pertimbangan matang dalam §§tiap
tahap pelaksanaan supervisi dan dalam réview terhadap hasil pekerjaan dan
pertimbangan-pertimbangan yang dibuar asistennya. Pada gilirannya, para
asisten tersebut hams‘j uga merﬁenuhi rangeung jawabnye menurut tingkat
dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing. Perlu disadari bahwa yang
dimaksudkan dengan seorang profe&.ioz:izil mencakup kepada kesadarannya
untuk secara terus-menerus mengikusi pz*membangan vang terjadi dalam
bisnis dan pmfesmya fa haws mepelajari, memahami, dan menerapkan
ketentuan-ketentuan baru dqiam prinsip akumm st dan standar auditing yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan :Indomesé_a (1AL
2. Standar Umum Kedua.
Standar umum kedua bebunyi : f
“Dalam semua hal yang berhubn:mgarz dﬁ:mgam perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankaﬁ oleh auditor™,

Di daiam standai‘ l{edua i auditor  diharuskan bersikap
independen, artinya tidak mudah eilpw arubi, kaaena ia melaksanakan

pekerjaannya untuk kepentingap umum._Dmgam demikian auditor tidak



dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimang pun
sempurnanya keahlian teknis yang auditor miliki, auditor tersebut akan
kehilangan sikep tidak memihak, vang justru sapgat penting untuk
mempertahankan kebebasan pendapatnya. Kepercayaan masyarakat wmum
atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi
perkembangan profest akuntan publix. Kepercayaan masyarakat ini akan
menwun apabila terd‘apat bukti bahwa if_ldepeﬂdensi sikap auditor ternyata
berkurang, bahkan kepercayaan masya.mk;&t dapat juga menurun disebabkan
oleh keadaan yang oleh mereka yang bewfikiram sehat (reasonable) diangzap
dapat mempengaruhi sikap independen tersebui. Memang tidaklah mudah
mempertahankan sikap indepeﬁden uniuk iiulah auditor dituntut beketja
secara intelektual dan jujur. Untuk diakai pilak lain sebagai auditor yang
independen, auditor tersebut harus bebas daii setiap kewajiban terhadap
kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah
itu manejemen perusahaan atau pemilik pf#msa}iwaﬂ.

Di dalam Kode Etik Akuntan indonesia ini akuntan publik telah
menetapkan aturan dan etika pr§fesi agar énggom seprofesinya menjaga dirl
dari kehilangan persepsi independensi darim'masyarakaf. Anggapan
masyarakai terhadap indepen;{ens:% amiié_tor ditekankan disini karena
independensi secara -inirinsik :merupakm m&szhlah mutu pribadi, bukan
merupakan suatu aturan vang diﬁitnUézkaz‘l untuk ¢i uji secara objektif,

Bapepam juga dapat ;mnempk,&m persvatatan independensi bagi

auditor yang melaporkan tentang informasi keuangan vang diserahkan



kepada badan tersebut, vang mungkin bc‘::rbeda dengan yang ditentukan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Standar Urnum Ketiga

Standar umum ketiga berbunyi :
“Dalam Pelaksanaan audit d;an 1:}@11}»1{311115111 laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Standar ini menurut auditor i;zdegsendm untuk merencanakan dan
melaksanakan  pekerjaannya a:ien;ggiﬁ menggunakan  kemahiran
profesionalnya secara cermatz dan seksama. Kemahiran profesional ini
menekankan kepada tanggung jawa’b setiop profisional yang bekeria dalam
organisasi auditor independen untuk mmgamati standar peketjaan aip;ngan
dan standar pelaporan. Penggunaan E‘semjm:iran profesional dengan cermat
dan seksama menyangkut apé yang dikerjakan auditor dan bagaimana
kesempurnaan pekerj aan tersebut,

Para auditor harus ditugasi dan disupervisi dengan iingkat
pengetahuan, keterampilan, d&%ll k@ztmampuan sedemikian rupa sehingga
mereka dapat mengevaluasi b;uk_ti audif vang mereka periksa. Auditor
dengan tanggung jawab akhir untuk sz.u;am perikaatan harus mengetahui,
pada tingkat vang minimum, stianda;: :ﬂkt!:n‘iﬁl‘l:’&i dan auditing yang m;evan
dan harus memiliki pengetahuani tentang kliennye.

Untuk skeptisme profesional bi#;ﬂ diartikan sebagal suatu sikap

yang mencakup pikiran yang§ selale rﬁempert&nyakan dan melakukan

evaluasi secara kritis bukti aadit. Auditro irenggunalkan pengetahuan,

[
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keterampilan, dan kemampuan yang ditunit oleh profesi akuntan publik
untuk melaksanakan dengan cermat dan ée%;sairla, dengan maksud baik dan
integritas, pengumpuian dan penilaian béahan suktn audit secara obyextif.
Untuk inilah auditor dituntut memﬁaerﬁim@bmgkan- kompetensi_ dan
kecukupan bukti tersebut. ' -

Penggunaan kemahiran pmfesiém} d:ngan cermat dan secksama
memungkinkan auditor untuk mem; ar'élell keyakinan memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah gaji tﬁa‘iariﬁi., baik yang disebabkan oleh
kekeliruan atau kecurangen. Keyakinan r:'nutlzz}«; tidak dapat dicapai karena
sifat bukti audit dan karakieristik kea:urmgam tersebut, oleh karena itu sautu
audit yang dilaksanakan harus berda:mrz'kan stancar auditing yang ditetapkan
oleh Tkatan Akuntan Indonesia tIAI). Ny 4 .

Tujuan auditor independml aﬁa]ai‘x untukk  memperoleh bukti
kompeten yang cukup untuk memberilcem; bes:.sié yang memadai bagi auditor
tersebut dalarn merumuskan suaiu p@nc{apat, sifat sebagian besar bulti
doperoleh, sebagian, dari konsep pe@gujié&n seéektif atas data yang diauslit,
yang memerlukan per’tim.bangari tentany ndang yang aken di uji dan sifat,
saat, dan luas pengujigm yang ha;us di,la.i«;.uiéau‘a.

2.4.2.  Standar Pekerjaan Lapangan

1. Standar ?ek@rj&&n Lapangan Pertama. | ) -
Standar pekerjaan lapangan pertama berbmﬁyi :

"‘Pekerjaan harus direncanakan sebaik.-»bai?knya_ dan jika digunakan asisten

harus disepervisi dengan semestinya™.



Pertimbangan atas standar pekerjaan lapangan yang pertama
memicu kesadaran bahwa penunjukan audizor independen secara dini akan
memberi banyak manfaat bagi auditm‘ nm}upun khien. Penunjukan secara dini
memungkinkan auditor mer'encar;alﬁzan; pekerjaannya sedemikian rupa
sehingga pekerjaan tersebut déapat dileksanakan dengan cepat dan eﬁéien
~ serta dapat menentiukan ssberpa jauh pekerjaan tersebui; dapat dilaksanakan
sebelum tanggal neraca. |

Didalam standar pekerjaan lapangan pertama ini ada kata
“supervisi”, Supervisi disini mencakaun p&ngamihan usaha dalam mencapai
tujuan audit dan penetuan apakah fujuan ﬁersebazt tercapai. Unsur supervisis
adalah memberikan instruksi kepada &Sé;ﬁtc‘:nﬂ ietap menjaga penymnpagi:m
informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, me-review
peketjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaiakan perbedaan pendapat di
antara staf audit akantor akuntan. Luasn}%a supervisi memadai dalam suatu
keadaan tetgatung atas banyak faktor, %:érmasukcl\;ompleksitas masalah dan
kualifikasi orang vang melaksanakan a;.ic.iét.

Auditor yau‘g bertanggung jawab akhir meagenai auditnva dan
asistennya harus menyadari prosedur mng hars dilkuti jika tercia,:pat
perbedaan pendapat mengenai masakah :zszla:uamnsi dan auditing di antara
personel akuntan publik vang ferlibai: daiam audit. Dlam hal ini asisten yang

terlibat dalam kegiatan tersebut harus mendokumentasikan ketidak setujuan

di antara mereka dan kesimpulan yeng: diambil jiak, setelah konsultasi
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memadai, ia berkevakinan bahwa pcz'm E:wag.ﬁﬂya untuk tidak sependapat
dengan penyelesaian masalah tersebut.

2. Standar Pekerjan Lélp&ngan Kedua.

Standar pekerjaaﬁ lapangan keduan berbunyi : -

“Pemahaman memadai atas penegerwialian inern harﬁas diperolel untuk
merencanakan audit dan menentukan sifai, saat, dan lingkup pengujiuan

yang akan dilakukan”.

Dalam standar ini auditor harus 1"nea:b:%%1gun penahaman dengan
klien tentang jasa yang akan c:iilai{:“;mzak;m untuk setiap perikatan.
Pemahaman tersebut mengufangi risiko  terjadinya salah interpretasi
kebutuhan atau hara;g;au pihak lain, baik di pihak auditor maupun pihak
klien. Sebagai contoh, pemahm;nan !:ersaiﬁut alcan mengurangi risiko bahwa
klien dapat secara tidak semestinnya mempercayai auditor untuk melindungi
entitas dari risiko tertentu atau untik zﬁe[aksaual{aa fungsi tertentu yang
merupakan tanggung jawab kljen. Pmmham;in. tersebut harus mencakup
tujuan perikatan, tanggung jawab mansjemen, im.ggwlg jawab audito;, dan
batasan perikatan.Pemaharnan tersebut i"wz;rus di dokumentasikan auditor ke
dalam kertas kerjanya, untuk lebih baiknya dalam bentuk komunikasi
tertulis dengan kliennya.

Pemahaman dengan klien te:tz'&mg awdit atas laporan keuangan
umum mencakup hal-hal seperti berikw éni ;

a. Tujuan audi”g adalah untuk meavatakan suatu pendapat'atas laporan

keuangan. ' : .



ini :
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Manejemer  bertanggung  jzwab  untuk _membangun dan
mempertahankan  pengendalianintern  yang  efektif  terhadap
pelaporan kevangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan
menjamin bahwa entitas stne:rmﬁuhi peraturan perundangan yang
berlaku terhadap aktivitasnva. |
Manajemen bertanggung jawab uniuk membuat semuacatatan
keuangan da‘h informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor,

Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat
bagi auditor yang menegaskan representasi tertentu-yang dibuat
selama audit berlangsung.

Auditor bertanggung jawab uaa;k melaksanakan audit berdasarkan
standar auditing yang dit.etagpk;mél’kaim Akuntan Indonesia.

Suatu audit mencakup pemm*oieﬁan pemahaman atas pengendalian
intern yang mencakup untuk merncanskan audit dan menentukan
sifat, saat, dan luasnya prosedur audit vang harus dilaksanakan,

Pemahaman dengan klien juga mencakup hal-hal seperti berikut

Pengaturan menzenai: Qelai{s:euiém.n perikatan (waktu, bantuan
klienberkaitan dengan pembuaian si«;edﬁl, dan penyediaan
dokumen).

Pengaturan tentang keikuts;e::taah spesialis atau aitor intern, jika

diperlukan.



[

Pengaturan teniang kei}cu’tsermap auditor pendahulu.

Pengaturan tentang fee dan pemﬁgéhaﬂ.

Adanya pembatasan  atau pengaturan lain tentang kewajjoban
auditor atau klien, seperti ganti rugi- kepada auditor uctuk
kewajiban yang timbiti dari rz@pzesmtasi salah yang dilakuakan
cdengan sepengetahuar:é manajem;m kepada auditor.

Kondisi yang memuhgkinkm :piha’r{ lain diperbolehkan wuntuk
melakukan akses ke kértas ker;a-auditor,

Jasa tambahan  yang ;dise:ﬁaﬁ\:&n oleh auditor berkaitan dengan
pemenuhan persyaratah badan pengatur.

Pengaturan ientang jasa lain mg harus disedizkan oleh aud:itor
dalam hubungannya dengan perikatan, "

Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menvelusuh

pelaksanaan dan lingkup audit yang dibarapkan. Sifat, lingkup, dan saat

pelaksanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas enitas, pengalaman

mengenai entitas, dan pengetahuan bisnis entitas. Dalam perencanaan audit,

auditor harus mempertimbangkan, antasa lain :

a.

b.

C.

Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yaig

menjadi tempat entitas; tersebut -
Kebijakan dan pmseduf akuniansi entizas tersebud.

Metode yang dégun&kﬁn_ oieh c:::mim:@- tersebut dalam mengelola
informasi akuntansi yang sigrifikan, termasuk organisasi jasa dari

luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.



d. Tingkat ristko pengendalian vang direncanakan.
e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.
f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian

(adjusment).

s

Kondisi yang mungkin memeriukan perluasan atau penguj‘l;ahan
pengujian audit, seperti risiko ia;eakel.iruéln atau kecurangan yang
material atau adanya transaksi aniar pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa.

h. Sifat leporan auditor yang diharapkan akan diserahkan(sebagai
contoh, laporan auditér teatang laporan keuangan konsolidasian,
laporan kevdngan yang diserahkan ke BAPEPAM, laporan khusus
untuk menggambm'iién kepatithan  klien fierhaciapa k@lnt;‘ak
perjanjian). )
Prosedur yang dapat dépt:fziﬁabangkan oleh auditor dalam

perencanaan dan supervisi bia§m1yzz mencakup review terhadapa catafcan
auditor vang berkaita;l dengan entiias ciz‘z,m:pembahasan dengan personel lain
dalam kantor akuntan dan personel ertitas ;mfsebut.

a. Me-review arsip koréspondmsg, kertas kerja, arsip permanen,
laporan keuéngam dmﬂ_;aporz;m suditor tahun lalu. .

b. Membahas maszlah-msalah vang berdampak terhadap audit

dengan personel kantor akunian yang bertanggung jawab atas Jasa

non audit bagi entitas.
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Meminta kef:erangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang

berdampak terhadap entitas.

d. Membeaca laporaa keuangan im:csfrim tahun berjalan.

¢. Membahas tipe, lingkup, dan :waktu audit dengan manejemen,
dewan E‘;comi;:aris, atau komite audit.

f. Mempertimbangkan dampak ﬁ.iterap;{almya -pernyatan  standar
akuntansi dan standar auditing vang diterapkar Ikatan Akuntan
Indonesia (TAI), terutama yang baru,

g. Mengkoordinasi bantuan dasi personel entitas dalam penyiapan
data.

h. Menentukan lwasnya keterlibatan, jike ada, konsultan, spesialis,
dan auditor intern.

i. Membuat jadwal pekerjaan mw

j. Menentukan dan mengkoord.hms’g kebutuhan staf audit, .

k. Melaksanakan ciskusi dengan  pihak  pemberi tugas untuk
memperoleh tambahan inf@z’ma::? tentaag tujuan audit vang akan
dilaksanakan sehingga ;amdimr dapat mengantisipasi dan
memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang
dipandang perlu.

Dalam perencanzan audituya, @uciitor harus nepertimbangkan,
sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yzmggé harus dilaksanakan dan harus
membuat swatu program audit secara  tertulis. Program audit Jharus

menggariskan dengan rinei prosedur audit vang tenurut kevakinan audizor



audit dan tingkat kerinciannya sangai bervariasi sesuai dengan keadaan.
Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil
pertimbangan dan prosedur perencenaan sudimnya. Selama berlangsungnya
audit, perubahan kondisi dapat menyebabkar diperlukannya perubahan
prosedur audit yang telah direm_:mlakam zey;@ebut.
3. Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga.

Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi -
“Bukti audit kompeten yang cukup I:smus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, daa konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di andit”.

Dalam mempertimbangkan ei’iéiensé, auditor menyadari bahwa
bukti tambahan untuk menrdukung pc:ng,m‘izmgm} tingkat risiko pengendalian
taksiran untuk suatu asersi, akan mef‘ngzﬁkimtkaﬁ berkurangnya usaha audit
untuk pengujian subtantif atas asers; Eefséiﬁm‘ Auditor mempertimbangkan
bertambahnya usaha asudit dalam hu%:)ungafamya% cdengan tambahan peng;ujian
pengendalian vang diperlukan untuk memﬁapati{zﬁ bukti audit audit tersebut
dengan berkurangnya usaba audit yang berhubungan dengan pengurangan
pengujian subtantif. ‘ |

Apabila auditor menal_:sir l‘iS?RG; pengendalian dibawah tingkatan
maksimum, ia harus memperoleh bukti z:zu;:iit yang cukup untuk mendukung
tingkat risiko pengendalian taksiran wrsab?m;. Buxti audit yvang cukup untuk

mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran merupakan masalah

[
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pertimbangan auditor. Bukti aﬁdit sangatlah bervariasi dalam memberikan
keyakinan kepada auditor pad:a wakiu izi mengembangkan tingkat ridiko
pengendalian taksiran. Tipe bu%%t.i, sursber, ketepatan waktu, dan keberadaan
bukti lain yang berhubungan ;dengm:a kesimpulan y'ang dituju, semuanya
mempengaruhi tingkat keyaicin@ yang e;i&iaaﬁ' diberikan oleh bulti audit.

Sifat pengendalian tegrtantu vang berkaitan dengan suatu asersi
mempengaruhi tipe bukti audit yang tersedia uatuk mengevaluasi efektivitas
desain atau operasi éengenda[i;an te;:rsei)glt. Untuk beberapa pengendalian,
dokumentasi desain atau opm?asinya E"Hiz_u'lgkiﬂ ada. Dalam hal tersebut,
auditor dapat memutuskan untuk ;ﬁmiakua_k,an inspeksi  terhadap
dokumentasi untuk mendapati{a;n buiz audit tentang efektivitas desain atau
operasinya.

Pada umumnya, bukii audit mengenai efektivitas desain dan
operasi pengendalian yang dfperoéeh fangsung oleh auditor, miséinya
dengan jalan pengamatan. memberikzm é{aya.ki:aan vang lebih besar dari
pada bukti audit y;:mg —:Iiper%)leh secara tidak langsung atau dengan
mengambil kesimpulan, misalziwa dari zpermintaan keterangan. Sebagai
contoh, bukti audit mengenai ;pemiszthaﬁ fungsi yang semestinya, yang
diperoleh auditor dengan pengamatarn Ia‘ﬁig,gumg secara pribadi atas orang
yang menerapkan prosedur pen;gendal_ian; biasanya memberﬂ'{an keyakinan

lebih besar dari pada yang diperbleh meialui permintaan keterangan tentang

orang tersebut. Namun, auditor harus mempertimbanglan, bahwa penerpan

4]



pengendalian yang diamati, mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang
sama, jika auditor tidak hadir.

Ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan kapan bukti itu
diperoleh dan hubungannya dengan bagian masa-audit vang bersangkutan.
Dalam mengevaluasi tingkat keyak\maﬂ yvang diberikan oleh suatu bukti,
auditor harus memperhatikan bahwa bikii audit yang diperoleh dengan
beberapa pengujian atas pengendalizn, misalnya dengan pengamatan, hanya
tepat untuk waktu tertentu, pada saat prosedur tersebut diterapkan aleh
auditor. Sebagai akibfltnya, bukti audit tersebut mungkin tidak cukup untuk
mengevaluasi efektivitas desain dan wper'ési pergendalian untuk masa yang
tidak termasuk dalam 'pengujian' tersebui. ) .

Bukti audit tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian
yang diperoleh pada audit sebelumnva, dﬁpat dipertimbangkan oleh auditor
dalam menaksir risike pengendalinn - ontik  tahun .sekarang. Dlam
mengevaluasi penggunaan bukti audit seperti itu untuk masa sekarang,
auditor harus mempertimbangkan g;e:az:ix‘:lgz;;yzs asersi yang bersangkutan,
penegdalian tertentu yang dievaluasi cialmﬁ masa audit sebelumnya, tingkat
efektivitas desain dan operasi pengendalian terserbut yang dievaluasi, hasil
pengujian atas pengendalian yang digumkan dalam melakukan evaluasi, dan
bukti audit mengenai desain dan operasi yaag mungkin éiperoleh dari
pengujian subtantif yang dilakukan dalam audit sekarang.

Pada waktu«mempertimbanglaaﬁ_ bukti audit yang diperoleh dari

audit sebelumnya, auditor harus mendapatkan bukti audit dari audit



seckarang mengenai apakah telah terjadi perubahan dalam pengendalian
intern, termasuk perubahan kebijakar, pfc:gedu'{ dan personel, setelah audit
yang lalu.

Di samping itu, dalam m:mg;f&mlwa:si tingkat keyakinan yang
diberikan oleh bukti audit, auditor haras mampertimb-mlgkan keterkaitan
lingkungan pengendalian pemszﬂ;hmm; peraksiran  risiko,  aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi. dan pemantauan. Walaupun salah
satu komponen pengsndalian intern mungkin mempengaruhi sfat, saat, dan
lingkup pengujian subtantif unnuk asersi laporan keuangan tertentu, auditor
harus mempertimbangkan bukti aucit untuk masing-masing kemponen
dalam hubungannya dengan bukti audit rz;len.gma,i komponen lainnya dalam
mempertimbanglan risiko pengendaﬁia_ﬁ untuk asersi tertentu.

2.43. Standar Pelaporan )

1. Standar Pelaporan Pertama

Standar pelaporan pertama berbunyi

“Laporan auditor harus menyatakan akaﬁ*} laporan keuangan telah disusun
sesual dengan prinsip akuntansi yang bes'lzs;itu uwnum i Indonesia”,

Dalam standar pelaporan pm‘t‘%&ma i auditor dituntur untuk
memeriksa laporan keuangan suatu p@z:tzéﬁiman apakah laporan keuangan
yang dibuat oleh perusahaan telah sesual dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Prinsip vang berlaku umum “adalah padanan

‘dari frasa”generally accepted accounting principke” dar adalah istilah teknis



alkuntansi yang mencakup konvensi. 21tu§&m, dan prosedur yang diperlukan
untuk membatasi prak—tik akuntansi yarg berlaku umum di wilayah tertentu.
Istilah prinsip akuntansi yang berlakun umum di Indonesia yang
digunakan dalam standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak
hanya prinsip dan ;;rak"tik akﬁntansi, tsiapl juga mefode penerapannya.
Standar ini tidak mengharuskan auditor: untuk menyatakan tentang fakta
(statement of fact), namun standar ini mengharuskan  auditor :llltuk
menyatakan suatu pendapat mengenai .apakah laporan keuangan telah
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Jika pembatasan terhadap
lingkup audit tidak ;nemunglcipkan 211;d§t0r untuk memberikan pendapat
mengenal kesesuaian terssbut maka pﬁﬁgecuaiian semestinya diperlukan
dalam laperan auditnya. |
2. Standar Pelaporan i{edua.
Standar pelaoran kedua berbunyé". : : .
“Laporan auditor harus menunjulkken, jika ada, ketidakkonsistenan
penerapan perinsip alcuntansi daiam peryusunan laporan keuangan pericde
berjalan dibandingkan dengan 1;}euer.‘:«1pani prinsip akuntansi tersebut dalam
periode sebelumnya”. | |
Tujuan dari standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan
bahwa jika daya banding laporani keuangaﬁ diantara dua periode dipengaruhi
secara material oE;:h perubahan prinsip akuntansi, auditor akan

mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya.- Dengan penerapan

ini auditor independen dituntut ustuk memahami hubungan antara
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konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Bukan hanya ketidak
konsistenen prinsip akuntansi saja yeng menyebabkan kurangnya daya
banding laporan keugngan, tetapi faktor lamm yeng tidak ada hubungannya
dengan konsistensi juga dépat menyt::tbai:}km kurangnya daya banding dalam
laoran auditnya.

Hal-hal yang dapat mempemgaz"u_hé perbandingan laporan keuangan
suatu entitas diantara rbeberapa periode dapat kitz hhat seperti di bawah ini :

a. Perubahan akuntansi. . - .

b. Kesalahan dalam laporan kevangan yang-diterbitkan dalam periode
sebelumnya. .

c¢. Perubahan penggolongan.

d. Peristiwa atau iransakst yzmgé sangat berbeda dengan yang
dipertanggung jawabkan dalem laporan keuangan yang disajikan
dalam periode sebelumnya.

Terjadinya suatu perubahan dalziv perinsip akuntansi dikarenakan
adanya pernakaian suatu prinsip akuntans%z vang Herlakuumum di Indonesia
dalam suatu periode berbeda dengan vang digunakan untuk tujuan pelaporan
dalam periode sebelumnya. Suatu perubahan dalam prinsip akuntansi
meliputi, misalnya suate perubahan dari metode depresiasi garis hurus
(straight line method) untuk semué ai{té\»aémmp atau aktiva tetap yang baru
diperoleh dalam suatu golongan terterstu. |
3. Standar Pelaporan Ketiga

Standar pelaporan ketiga berbunyi :
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“Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan laiil dalam i;q:u:)rem auditor”, -
Dalam menyajikan suatu iaporml szﬁiﬁgan yang éesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaky umum ini hacus mencakup pengungkapan
informatif yang meniadai 11al~ﬁa[ material, karena akan mencakup en:uk,
susunan, dan isi dari laporan keﬁangam, seria catatan atas alporan kevangan.”
Apabila terjadi kehilz.angam laporan keuangan yang diakibatkan
oleh manajemen, informasi yang sehamisnya diungkapkan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umumn di Indonesia, terrnasuk catatan atas
laporan keuangan, auditor harus memiberikan péanda;pat wajar déngan
pengecualian atau pendapat tidak wajar karena —;I_;,asarl tersebut dan harus
memberikan informasi yang 01ﬂ<up dalam laporannya, jika memungkinkan
atau praktis; kecuali tidak disajikan informast tersebut adalah sesuai dengan
Pernyataan Standar Auditing yzmg dite:::iépé;&i [lkatan Akuntan Indonesia.
Dalam hubungan ini, istilzh “memumgkinkm atan praktis” diartikan bahwa
informasi dapat diperoleh secara darl akun dan catatan manajemen dan
bahwa penyajian informas: denﬁikim"; datam laperannya tidak menempatkan

auditor sebagai pihak yang menyusur laporan keuangan. Sebagai contoh,
auditor tidak dibarapkan untuk menyusun laporan keuangan pokok atau
informasi lain mengenai perusahaan dan masukan informasi yang tidak

diharuskan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan

prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indenesia. -
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4. standar Pelaporan Keempa:

Standar pelaporan keempat bez;l;:)unyi :

“Laporan auditor harus memuat suait pernyataan pandapat mengenai
laporan keuangan secara keseﬁu’uh&n atau suaiu asersi bah\fla per.u;ataan
demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak
dapat diberikan, maka aiasarmy;a harus qiii:a;ya‘izzk;m. Dalara hal nama auditor
dikaitkan dengan lap-ora.n keuéngarz, nmfm laporan auditor harus mermruat
petunjuk yang jelas mengenai éifat pekmﬁémn audit harus memuat petunjuk
yang jelas mengenai sifat pekerjean audit yang dilaksanakan, jika ada, dan
tingkat tanggung jawdb yang di}éaik;ul oleh anditor”.

Untuk standar pelaporan ini kita bisa artikan Sfabagai “pengaitan”,
karena seksi ini memberikan panduan imgé akuatan yang dikaitkan d;ngan
laporan keuangan entitas publi& atau derigan faporan keuangan entiias non
publik yang auditor telah imenggadazkml perikatan untuk mengaudit
berdasarkan standar. auditingé yang diﬁaralykzin oleh Tkatan Akuntan
Indonesia.

Seksi ini cocok ditujukan kepada entitas publik dengan alasan :
a. Sekuritasnya diperdar;gangk;m dipasar, baik di pasar modal

(domestik atau asing} atau over-the-counter market, termasuk

sekuritas yang ditawarl“é;an secara lokal atau regional. )

b. Yang melakukan pendaftaran .dengan badan pengatur dalam

persiapan untuk menjual golongan yecuritas dalam pasar publik.
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¢. Anak perusahaan corporae joint vermiure, atau entitas lain yang
dikendalikan oleh entitas.

Standar pelaporan ini tidak berlaku untuk data, seperti pajak
penghasilan, yang di;usun semata-meta untuk kepentingan instansi pajak.
Apabila entitas publik tidak memiliki leporan kevangan tahunan, akuntan
dapat diminta untuk melakukan review laporan-keuangan interim atau
tahunannya. Dalam keadaan fni, akuantan dapat melakukan review dan
memperoleh panduan dalam Pernyvataan Standar Jasa Akuntansi dan Review
tentang standard an prosedur yang berl a.%«:%ﬁ:l unituk praktik tersebut.

Apabila salah satu akuntan dikeitkan dengan laporan l{euang:im-ﬁ ia
harus mengizinkan namanya diﬁ:&itakan dalam suatu laporan, dokumen, atau
komunkasi tertulis yang berisi laporan tersebus. Meskipun akuntan dapat
berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuarzgan vang bertanggung iawab
sepenuhnya adalah pihalk manajemen, karena laporan keuangan merupakan
representasi manajemen, dan kewajaran pemy:&jiannya harus sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesa.

Ada beberapa pernyataan pendapat yang diberikan auditor atas
laporan keuangan yang diauditnya dan vahg tidak diaudit
L. Pernyataan Tidak Memberikan Fenciapm atas Laporan Keuangan yang
Tidak Diaudit.

Pernyataan tidak memberikan pendapat merupakan cara~yang
digunakan oleh akuntan untuk :mem.amhi; standar pelaporan 'keempat yvang

dalam hal ini nama akuntan dikaitkan dengan laporan keuangan yang tidak
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diaudit. Pernyataan ini dapat dilampirken pada laporan keuangan yang tidak
diaudit atau dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai
tambahan, seilap halaman laporan keuangan fersebut harus secara jelas
diberi tanda “tidak diaudit”.
2. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat atas Laporan Keuvangan yang
Tidak Diaudit yang Disusun Berdasarkan Basis Akuntansi Komperhensif.
Jika akuntan dikaitkan demgaﬂ: lapozan Iieuaﬁgan entitas publik
yang diaudit yang disusun berdasarkar. basis akuntansi I{Om.p@:rhensif selain
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Catatan atas laporan
keuangan juga harus menjelaskan perbedaan basis pez;yajian penyajian
tersebut dengan prinsip akuntansi yeng berlaku umum, namun dampak

keuangan perbedaan tersebut tidak perlu dinvatakan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN [&P@RAN AUDIT

2.5.1  Kanter Apuntan Publik _ - 5
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah

mendapatkan izin dari Menteri = Keuangan sebagai wadah

bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.
Bidang jasa KAP meliputi:

I.  Jasa  atestast, termasuk- di  dalamnya adalah audit

umum atas laporan  keuangan, = peraeriksaan atas laporan keuangan
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prospektif, pemeriksaan atas peleporan informasi keuangan proforma,

review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.

2. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang rberkaitan dengan
akuntansi,  keuangan, manajemen, Lorapilasi,  perpajakan, | dan
konsultasi.Dalam hal pembenan jasa audit umuwm atas laporan keuangan,
KAP hanya dapat melakukan paling lama ucuk 6 (enam) tahun buku

berturut-furut.
Badan usaha KAP dapat berbentui:

Perseorangan hanya dapa: di_cﬁfik;an dan dijalankan oleh
seorang Akuntan Pubfik yang * juga éekaﬁigus bertindak  sebagai
pimpinan..Persekutuan  perdata atau persekutuan  firma— hanya dapat
didirikan oleh paling sedikit 2 orang Akuntan Publik dan/atau 75% cari
seluruh sekutu adalah Akuatan Publik. l\*fzﬁﬁingwmasing sekutu disebut Rekan

(bahasa Inggris: Pariner) dan saleh seorang sekutu bertindak sebagai

LS

Pemimpin Rekan.

I[zin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan., KAP
berbentuk badan usaha pesseorangan yveng menagajukan permohonan untuk

mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki izin Akuntan;PubEik.

2. Menjadi anggota IAPL.



Mempunyai paliag sedikit 5 orang auditor tetap dengan tingkat

aa

pendidikan formal biﬂang a[{mﬁansi yang paling rendah berjjazah
setara Diploma Il danip&liz‘}g; sedikit | orang dientaranya memiliki
regisier negara untuk akuntan,

4, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Memiliki rancangan Sistem Fengendalian Mutu (SPM) KAP yang
memenuhi Standar Profesional &"%{.L’;untan Publik (SPAP) dan paling
kurang mengalcup aspek kebij aﬁi«:z{n atas seluruh unsur pengendalian
mut.

6. Memiliki  buksi ﬁepemilikan atau  sewa kantor, - can
denah kantor yang menunjukkan kantorferisolas: dari kegiaran
lain.

7. Membuat Surat ?erméhonan, r@ﬁlengkapi formulir Permohoran
[zin Usaha Kantor Aluntan Publ zk dan membuat surat pernyatzan
bermeterai cukup yang menya‘s:aﬁ;:fm bahwa data persyaratan vang
disampaikan adalah benar.

Untuk KAP berbentuk badan u_s&ha persekutuan, selain
persyaratan-persyaratan di atas, juga ham%s memenuhi persyaratan se'bagai

berilout:
1 Memiliki NPWP KAP.

2. Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris.



. Memiliki surat izin Akuntan Publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan

L)

yvang Akuntan Publik.

4. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin

-

Rekan dan Rekan yang Akuntan Pablil.

5. Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai

penunjukar salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan.
6. Memiliki bukti domistli Pemimpin Rekan dan Rekan KAP.

KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka Cabang

KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan.

[

2.5.2. Laporan Audit L

Laporan audit sangat penting daiam suatu audit atas proses atestast
lainnya, karena laporan menginformasik@n mengenai apa yvang dilakukan
auditor dan kesimpulan yang diperclebnya. Dari sudut pandang pemakai,
laporan dianggap sebagai produk utarna dari prestasi.

Standar Profesional Akunian Publik (SPAP) mengharuskan
dibuatnya laporan setiap kali kantor aku.ntm publik dikaitkan dengan
laporan keuangan. Keterkaitan ini tidak selalu berupa audit laporan
keuangan, tetapi dapat pula hanya berupa bantuan-untuk menjyusun laporan
keuangan. Dalam hal ini, laporan yuzzg dibuat bukanlah laporan audit,

melainkan faporan kompilasi atau laporan review.



Keharusan untuk menyusun laporan audit di dasarkan pada
keempat standar pelaporan. Terpenting, harus dilihat dari standar yang
terakhir karena standar ini ménsyamté:aﬁ suatu pernyataan pendapat atas
laporan keuangan secara Reseltp'uha;'i afau pernyataan bahwa pendapat tidak
dapat diberikan disertai dengan alasan-alasannya. Standar ini mensyaratkan

adanya pernyataan auditor secara jelas mengenai sifat pemeriksamuﬁyang
telah dilakukan dan sampai dinmna dia zmmbam;tanggmgglmg jawabnya.
Bentuk laporan audit yang paiing wama adalah laporan audit
standar dengan pende‘tpat wajar tanpa pengecuelian. Lebih dari 90 persen
laporan audit menggunakan bentuk ini. Laporan audit standar wajar tanpa
pengecualian digunakan bila koﬁdisi oerikut ini terpenuhi :
I Semua laporan keuangan — neraca — laporan laba rugi, saldo laba,
dan laporan arus kas —sudah 1:er(;§axkup dalam lal?oran keuangan
2. Ketiga standar umum telah di.i;k..uf::i sepenuhnya dengan penugeIsan
3. Bahan bukti yang cuhip teleh siik.unipulkan dan auditor tersebut
telah melaksanakan pe%nug&san dengan cara yang memungkinkan
baginya un?:-uk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan
lapangan telah dipenuﬁi
4. Laporan keuangan disajikans sesual dengan prinsip akuntansi yang
berlalu umum ini bez;*arti balwa pengungkapan yang memadai
telah disertakan dalam cataian kaki dan bagian-bagian laporan

@

keuangan



5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf
penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan
Terlepas dari siapa auditornya, ketujuh bagian laporan audit di

bawah ini akan tetap sama, yaitu :

1. Judul Laporan

2. Alamat yang dituju laporan audic
3. Paragraf pendahuluan - i
4, Paragraf lingkup audit: i
5. Paragraf pendapat
6. Tanda tangan dan nama akunten publik
7. Tanggal Laporan Audit
Jenis dari laporan audit dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel | )
Jenis Laporan Audis : Kesiimpulnn Aaditor
Wajar fanpa pengecualian : Augitor manyimpulkan gabwa laporan keusngan disajikan
suCErE m% ur
Wajar dengan pengecualian : Augitor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan
suCarn w%;s;zzr_, kecualt uatuk pos tartentu
Tidak wajar - Auditsr menyimpuallan behwa japoran keuangan tidak
disaiikan sueara wajar
" Tidak memberikan pendapat : Aaditor tidak menyimpulkan apaksh laporan Keuarzan
disajinmy socara wajar
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